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ABSTRAK

ANALISIS PENGENAAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 22 SERTA
PERLAKUAN PAJAK ATAS MARGIN PENJUALAN LPG 3 KG PADA PT
GHANIYA ANUGRAH PRATAMA KLIEN KANTOR KONSULTAN PAJAK
TANJUNG KARANG

Oleh
SHELLO DERO NAZALA

Penelitian ini membahas perlakuan Pajak Penghasilan Pasal 22 atas penjualan LPG 3 Kg
oleh agen serta perbedaan penafsiran mengenai pengenaan pajak atas margin agen LPG.
Penelitian bertujuan untuk mengetahui perlakuan perpajakan atas margin penjualan LPG
dan membandingkan perhitungan pajak menurut perspektif agen dan Direktorat Jenderal
Pajak. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan teknik
pengumpulan data berupa observasi, wawancara, dan studi dokumentasi selama Praktik
Kerja Lapangan (PKL) di Kantor Konsultan Pajak Tanjung Karang. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa menurut agen LPG, kewajiban pajak telah selesai melalui
pemungutan PPh Pasal 22 final saat pembelian dari PT Pertamina (Persero). Namun,
menurut Direktorat Jenderal Pajak, selisih antara Harga Jual Eceran (HJE) dan Harga
Eceran Tertinggi (HET) dianggap sebagai tambahan penghasilan yang dikenakan Pajak
Penghasilan non final. Perbedaan interpretasi tersebut berpotensi menimbulkan tambahan
beban pajak dan ketidakpastian hukum bagi agen LPG.

Kata Kunci: Pajak Penghasilan Pasal 22, Distribusi LPG 3 Kg, Margin agen.
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ABSTRACT

ANALYSIS OF THE IMPOSITION OF ARTICLE 22 INCOME TAX AND TAX
TREATMENT ON THE SALES MARGIN OF 3 KG LPG AT PT GHANIYA
ANUGRAH PRATAMA, CLIENT OF TANJUNG KARANG TAX
CONSULTANT OFFICE

By
SHELLO DERO NAZALA

This study discusses the treatment of Article 22 Income Tax on the sale of 3 Kg LPG by
agents and the differences in interpretation regarding the taxation of LPG agent sales
margins. The study aims to determine the tax treatment of LPG sales margins and to
compare tax calculations from the perspectives of agents and the Directorate General of
Taxes. The research method used is descriptive qualitative with data collection techniques
consisting of observation, interviews, and documentation studies conducted during the
Internship Program at the Tanjung Karang Tax Consultant Office. The results of the study
indicate that, according to LPG agents, tax obligations have been fulfilled through the
collection of final Article 22 Income Tax at the time of purchase from PT Pertamina
(Persero). However, according to the Directorate General of Taxes, the difference
between the Retail Selling Price (HJE) and the Highest Retail Price (HET) is considered
additional income subject to non-final Income Tax. These differences in interpretation
have the potential to create additional tax burdens and legal uncertainty for LPG agents.

Keywords: Article 22 Income Tax, 3 Kg LPG Distribution, Agent Margin.
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BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Liquefied Petroleum Gas (LPG) merupakan salah satu jenis gas hidrokarbon
yang mengalami proses pencairan melalui pemberian tekanan tertentu sehingga
lebih mudah untuk didistribusikan, ditangani, dan disimpan. Secara umum,
LPG tersusun atas kandungan utama berupa gas propana, butana, maupun
kombinasi dari keduanya yang memiliki karakteristik efisien sebagai sumber

energi (Murshed et al., 2021; Nyanana et al., 2024; Princewill et al., 2023).

Dalam proses penyaluran LPG, PT Pertamina Patra Niaga memiliki peran
strategis dalam mengatur, mengendalikan, serta mengawasi distribusi agar
berjalan secara efektif dan terkoordinasi. Selanjutnya, LPG disalurkan kepada
agen atau penyalur resmi Pertamina sebagai perpanjangan tangan dalam
pendistribusian ke masyarakat. Melalui mekanisme tersebut, ketersediaan LPG
diharapkan dapat terpenuhi secara merata serta penggunaannya tetap aman dan
sesuai dengan standar operasional yang telah ditetapkan (Haqi, 2019; Wijono et

al., 2019).

Agen atau penyalur LPG memiliki peran penting dalam sistem distribusi energi,
khususnya dalam memastikan LPG dapat tersalurkan hingga ke konsumen
rumah tangga. Dalam pelaksanaannya, agen bertugas mendistribusikan LPG ke
pangkalan secara teratur sekaligus melakukan pengawasan agar operasional
pangkalan berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Peran tersebut
menjadikan agen tidak hanya sebagai penyalur, tetapi juga sebagai pengendali
distribusi agar tetap tertib dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat (Nikmah,

2018; Ramdhani & Malik, 2021; Wahyudi & Dendi, 2024).



Upaya tersebut tidak hanya diarahkan untuk memperluas distribusi LPG ke
berbagai wilayah, tetapi juga bertujuan membangun sistem penyaluran yang
lebih terbuka dan terstruktur dari tingkat agen, pangkalan, hingga ke konsumen
akhir. Dalam implementasinya, sistem keagenan LPG yang dikelola oleh
Pertamina dibedakan menjadi dua kategori, yaitu LPG PSO (Public Service
Obligation) yang dikenal sebagai LPG bersubsidi, serta LPG Non-PSO yang
tidak memperoleh subsidi (Nurbani, 2020; Sulistyawati & Ridwan, 2022;
Wirawan & Ita, 2023).

Keagenan LPG PSO berperan dalam menyalurkan LPG bersubsidi, terutama
tabung LPG 3 kg yang ditujukan bagi masyarakat. Kebijakan subsidi ini telah
diberlakukan sejak tahun 2007 sebagai bagian dari program konversi energi dari
minyak tanah ke LPG. Program tersebut merupakan upaya pemerintah untuk
menggantikan bahan bakar yang kurang aman dan tidak ramah lingkungan
dengan energi yang lebih bersih dan efisien (Bangun, 2020; Febrian et al., 2024;
Haryanto & Salomo, 2025; Muharam et al., 2025; Puji Lestari et al., 2022).

Harga jual LPG 3 kg dari Pertamina kepada agen telah ditetapkan secara
nasional melalui Peraturan Menteri ESDM No. 28 Tahun 2008. Namun, Harga
Eceran Tertinggi (HET) di tingkat agen berbeda di setiap daerah karena
ditentukan oleh pemerintah daerah melalui Surat Keputusan Gubernur atau
Bupati/Walikota. Ketentuan tersebut juga mengatur HET LPG 3 kg pada titik

serah subpenyalur atau pangkalan.

Perbedaan Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan melalui Surat
Keputusan Gubernur maupun Bupati/Walikota dipengaruhi oleh berbagai
faktor, seperti jarak distribusi LPG 3 kg, kondisi infrastruktur, serta kemampuan
daya beli masyarakat di masing-masing daerah. Namun, ketentuan tersebut
tidak mengatur harga pada tingkat pengecer, sehingga harga yang diterima oleh

konsumen menjadi bervariasi dan cenderung lebih tinggi. Kondisi ini berpotensi



menghambat efektivitas program subsidi LPG 3 kg karena penyalurannya

menjadi kurang tepat sasaran.(Firmansyah et al., 2026)

Berdasarkan PMK No. 34 Tahun 2017, pembelian LPG oleh agen dikenakan
Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 yang dipungut oleh Pertamina dan bersifat
final. Ketentuan ini telah berlaku sejak diterbitkannya PMK Nomor 154 Tahun
2010. Dengan demikian, pajak atas transaksi tersebut pada dasarnya dianggap

telah selesai pada saat pemungutan dilakukan.

Namun, dalam praktiknya terdapat agen LPG di beberapa daerah yang
menerima surat dari otoritas pajak terkait kekurangan pembayaran pajak. Hal
ini disebabkan adanya selisih antara harga beli dari Pertamina dengan harga jual
agen kepada pangkalan berdasarkan HET daerah, yang dikenal sebagai margin
tambahan agen. Selisih tersebut kemudian diperlakukan sebagai objek Pajak
Penghasilan non-final sesuai dengan Nota Dinas Nomor ND-247/PJ/PJ.03/2021
yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pajak.(Firmansyah et al., 2026)

Kondisi tersebut menimbulkan ketidakpastian bagi agen LPG, karena penjualan
LPG 3 kg selama ini dianggap sebagai objek pajak yang bersifat final. Di sisi
lain, penggunaan nota dinas sebagai dasar penagihan pajak menimbulkan
persoalan dalam hal kepastian hukum. Oleh karena itu, diperlukan kejelasan
kebijakan dari pemerintah agar penerapan pajak penghasilan bagi agen LPG
memiliki dasar yang pasti dan tidak merugikan pihak terkait. Berdasarkan
permasalahan tersebut, penulis melakukan penelitian mengenai ketentuan Pajak
Penghasilan atas penjualan LPG 3 kg oleh agen, dengan judul “Analisis
Pengenaan Pajak Penghasilan Pasal 22 dan Perlakuan atas Margin
Penjualan LPG 3 Kg pada PT Ghaniya Anugrah Pratama Klien Kantor

Konsultan Pajak Tanjung Karang”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, penelitian ini membahas:



. Ketentuan pengenaan Pajak Penghasilan (PPh) atas penjualan LPG 3 kg

oleh agen berdasarkan peraturan perpajakan yang berlaku.
Dampak atau akibat dari perbedaan perlakuan perpajakan atas selisih antara

Harga Jual Eceran (HJE) dan Harga Eceran Tertinggi (HET).

1.3 Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk

1.

Untuk mengetahui dan menganalisis ketentuan pengenaan Pajak
Penghasilan (PPh) atas penjualan LPG 3 kg oleh agen sesuai dengan
peraturan perpajakan yang berlaku.

Untuk menganalisis dampak dari perbedaan perlakuan perpajakan atas

selisih antara Harga Jual Eceran (HJE) dan Harga Eceran Tertinggi (HET).

1.4 Manfaat

1.

Bagi Akademisi

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam
pengembangan ilmu pengetahuan di bidang perpajakan, khususnya terkait
pengenaan Pajak Penghasilan (PPh) atas penyaluran LPG 3 kg. Selain itu,
penelitian ini dapat menjadi referensi bagi mahasiswa maupun peneliti
selanjutnya yang ingin mengkaji permasalahan serupa, terutama yang
berkaitan dengan pajak final dan perbedaan interpretasi dalam

penerapannya.

Bagi Praktisi

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih jelas
bagi pelaku usaha, khususnya agen LPG, mengenai kewajiban perpajakan
yang harus dipenuhi. Selain itu, hasil penelitian ini juga dapat menjadi
bahan pertimbangan bagi praktisi perpajakan dalam menghadapi perbedaan
perlakuan perpajakan antara ketentuan yang berlaku dengan praktik di

lapangan.
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TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pajak

2.1.1 Pengertian Pajak

Pajak merupakan komponen utama dalam struktur penerimaan negara yang
berperan strategis dalam mendukung pelaksanaan pembangunan nasional.
Pada dasarnya, pajak dapat dipahami sebagai kewajiban finansial yang
harus dipenuhi oleh masyarakat kepada negara sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan. Sifat pajak yang memaksa serta tidak
disertai dengan imbalan langsung menjadikannya berbeda dengan jenis
pungutan lainnya. Meskipun demikian, manfaat dari pembayaran pajak
tetap dapat dirasakan secara tidak langsung melalui penyediaan fasilitas

publik dan pelayanan umum yang menunjang kesejahteraan masyarakat.

Menurut Rochmat Soemitro (1990), pajak diartikan sebagai kontribusi yang
dibayarkan oleh masyarakat kepada kas negara berdasarkan undang-undang
yang berlaku, yang pelaksanaannya dapat dipaksakan tanpa adanya
kontraprestasi secara langsung, serta digunakan untuk membiayai
kepentingan umum. Pandangan ini menegaskan bahwa pajak memiliki
unsur kewajiban yang mengikat serta tidak adanya hubungan langsung
antara pembayaran yang dilakukan dengan manfaat yang diterima oleh

wajib pajak.

Selanjutnya, Mardiasmo (2018) menyatakan bahwa pajak merupakan
kewajiban pembayaran kepada negara yang harus dipenuhi oleh individu
maupun badan usaha berdasarkan ketentuan hukum yang bersifat mengikat,

tanpa adanya balas jasa secara langsung, dan dimanfaatkan untuk
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kepentingan negara dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat
secara menyeluruh. Definisi ini menyoroti bahwa pajak memiliki fungsi

utama sebagai instrumen untuk mencapai kemakmuran rakyat.

Selain itu, Adriani (2005) mendefinisikan pajak sebagai kewajiban kepada
negara yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan umum yang berlaku,
di mana wajib pajak tidak memperoleh imbalan secara langsung, dan dana
yang dihimpun digunakan untuk membiayai kebutuhan negara. Pendapat ini
lebih menekankan pada aspek yuridis pajak sebagai kewajiban yang lahir

dari ketentuan hukum yang harus ditaati oleh setiap warga negara.

Berdasarkan berbagai pendapat tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa
pajak memiliki ciri-ciri utama, yaitu bersifat memaksa, diatur secara hukum
melalui peraturan perundang-undangan, tidak memberikan manfaat
langsung kepada pembayar pajak, serta diperuntukkan bagi kepentingan
publik. Oleh karena itu, pajak memiliki kedudukan yang sangat penting
sebagai instrumen negara dalam menjalankan fungsi pemerintahan

sekaligus sebagai sumber pembiayaan utama dalam pembangunan nasional.

Manfaat Pajak

Pajak memiliki peranan yang sangat penting dan fundamental dalam
mendukung  keberlangsungan  sistem  perekonomian  sekaligus
penyelenggaraan pemerintahan di suatu negara. Menurut Mardiasmo
(2018), pajak terdiri atas dua fungsi utama, yaitu fungsi anggaran
(budgetair) dan fungsi pengaturan (regulerend). Kedua fungsi tersebut
menjadi dasar utama dalam penyusunan kebijakan fiskal yang diarahkan
untuk menjamin keberlanjutan pembangunan nasional serta stabilitas

ekonomi.

Fungsi anggaran menjelaskan bahwa pajak merupakan sumber penerimaan

terbesar negara yang digunakan untuk membiayai berbagai kebutuhan dan



kepentingan publik. Dana yang diperoleh dari sektor perpajakan
dialokasikan untuk mendanai pembangunan infrastruktur, peningkatan
kualitas pendidikan dan layanan kesehatan, serta berbagai program subsidi,
termasuk subsidi energi. Dalam konteks penelitian ini, penerimaan pajak
turut berperan dalam mendukung pembiayaan subsidi LPG 3 kg yang
ditujukan bagi masyarakat berpenghasilan rendah, sehingga pajak memiliki

kontribusi langsung terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Sementara itu, fungsi pengaturan menunjukkan bahwa pajak dapat
berfungsi sebagai instrumen kebijakan pemerintah dalam mengarahkan
perilaku ekonomi masyarakat. Melalui penetapan tarif, insentif, maupun
ketentuan tertentu, pemerintah mampu mengendalikan pola konsumsi,
mendorong investasi, serta menjaga stabilitas perekonomian nasional.
Dalam mekanisme distribusi LPG, kebijakan perpajakan juga berperan
dalam mengatur dan mengawasi aktivitas para agen agar tetap berada dalam
koridor regulasi yang berlaku serta mencegah terjadinya penyimpangan

dalam penyaluran.

Selain kedua fungsi tersebut, pajak juga memiliki kontribusi penting dalam
mewujudkan pemerataan kesejahteraan di masyarakat. Melalui sistem
pemungutan pajak yang bersifat adil dan proporsional, pemerintah dapat
mengurangi kesenjangan ekonomi antar kelompok masyarakat. Hasil
penerimaan pajak kemudian disalurkan kembali dalam bentuk berbagai
program bantuan sosial dan subsidi, yang pada akhirnya memberikan
manfaat nyata bagi masyarakat yang membutuhkan serta mendukung

terciptanya keadilan sosial.

Lebih lanjut, pajak juga berperan dalam menciptakan kepastian hukum serta
ketertiban dalam kegiatan ekonomi. Dengan adanya regulasi perpajakan
yang jelas, sistematis, dan terstruktur, wajib pajak dapat memahami secara

lebih baik hak dan kewajiban yang harus dipenuhi. Kondisi ini pada



akhirnya mendorong peningkatan kepatuhan perpajakan serta menciptakan
iklim ekonomi yang lebih tertib, transparan, dan berkelanjutan, sekaligus
memperkuat  efektivitas  sistem  administrasi  perpajakan  di

Indonesia.(Herlinanur et al., 2025)

2.2 Subsidi LPG 3Kg

Liquefied Petroleum Gas (LPG) tabung 3 kg merupakan salah satu bentuk
energi rumah tangga yang memiliki tingkat pemanfaatan sangat tinggi di
Indonesia. Tingginya konsumsi LPG 3 kg dipengaruhi oleh beberapa faktor,
antara lain distribusinya yang menjangkau berbagai wilayah hingga tingkat
daerah, kemudahan dalam penggunaannya oleh masyarakat, serta harga yang
relatif lebih terjangkau dibandingkan dengan LPG non-subsidi. Aspek
keterjangkauan harga tersebut erat kaitannya dengan kebijakan pemerintah
yang memberikan subsidi, sehingga harga jual kepada masyarakat berada di
bawah mekanisme harga pasar. Kebijakan subsidi ini menjadi salah satu
instrumen penting dalam menjaga kestabilan kondisi ekonomi masyarakat,
khususnya bagi kelompok berpenghasilan rendah, agar tidak mengalami

tekanan yang signifikan akibat perubahan harga energi di tingkat global.

Dalam perspektif yang lebih luas, LPG 3 kg tidak hanya dipahami sebagai
komoditas energi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, tetapi juga memiliki
fungsi strategis dalam kerangka kebijakan perlindungan sosial. Pemerintah
melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral mengatur distribusi
LPG bersubsidi dengan tujuan untuk memastikan bahwa masyarakat
berpenghasilan rendah dan pelaku usaha mikro tetap memiliki akses terhadap
energi dengan biaya yang terjangkau. Selain itu, kebijakan ini juga diarahkan
untuk mengurangi risiko terjadinya kemiskinan energi (energy poverty), yaitu
kondisi di mana individu atau rumah tangga tidak mampu memenuhi kebutuhan
energi dasar akibat keterbatasan ekonomi. Dengan demikian, keberadaan LPG

3 kg tidak hanya berperan dalam menunjang aktivitas rumah tangga, tetapi juga
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menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam menjaga kesejahteraan sosial serta

mendukung stabilitas ekonomi nasional secara berkelanjutan.

2.3 Pajak Penghasilan

2.3.1 Pengertian Pajak Penghasilan

Pajak Penghasilan (PPh) merupakan salah satu jenis pajak yang dikenakan
atas setiap bentuk penghasilan yang diterima atau diperoleh oleh wajib
pajak dalam periode waktu tertentu. Pajak ini memiliki peranan yang sangat
strategis dalam sistem perpajakan nasional karena secara langsung
mencerminkan tingkat kemampuan ekonomis individu maupun badan
dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Di samping itu, PPh juga
berfungsi sebagai instrumen utama pemerintah dalam menerapkan asas

keadilan perpajakan yang didasarkan pada kemampuan membayar (ability

to pay principle).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak
Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021, Pajak Penghasilan diartikan sebagai
pajak yang dikenakan atas setiap penambahan kemampuan ekonomis yang
diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari sumber dalam
negeri maupun luar negeri, dan dapat digunakan untuk keperluan konsumsi
maupun menambah kekayaan. Ketentuan tersebut menegaskan bahwa objek
PPh tidak hanya mencakup penghasilan yang bersifat berulang, tetapi juga
seluruh  peningkatan kapasitas ekonomi yang berdampak pada

bertambahnya kemampuan finansial wajib pajak.

Menurut Mardiasmo (2018), Pajak Penghasilan merupakan pajak yang
dikenakan atas seluruh penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib
pajak dalam suatu tahun pajak, di mana penghasilan tersebut menjadi objek

utama dalam pengenaan pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-
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undangan yang berlaku. Dalam pelaksanaannya, pengenaan PPh juga
memperhatikan prinsip keadilan horizontal dan vertikal, sehingga beban
pajak yang dikenakan dapat mencerminkan proporsionalitas terhadap

kemampuan ekonomis masing-masing wajib pajak.

Sejalan dengan pandangan tersebut, Waluyo (2017) menyatakan bahwa
Pajak Penghasilan adalah pajak yang dikenakan atas setiap tambahan
kemampuan ekonomis yang dimiliki oleh wajib pajak, yang dapat
digunakan baik untuk konsumsi maupun untuk meningkatkan kekayaan.
Hal ini menunjukkan bahwa PPh tidak semata-mata bersifat administratif,
melainkan juga mencerminkan prinsip keadilan dalam sistem pemungutan

pajak yang berlaku di masyarakat.

Dengan demikian, Pajak Penghasilan memiliki cakupan yang sangat luas
karena meliputi berbagai jenis sumber penghasilan, baik yang berasal dari
kegiatan usaha, pekerjaan, investasi, maupun sumber pendapatan lainnya
yang sah menurut ketentuan perpajakan. Selain itu, karakteristik PPh yang
bersifat komprehensif dan adaptif menjadikannya sebagai salah satu
komponen utama dalam penerimaan negara yang berperan penting dalam
mendukung pembiayaan pembangunan nasional serta menjaga stabilitas

fiskal secara berkelanjutan.

Pajak Penghasilan Pasal 22

Pajak merupakan instrumen utama dalam struktur penerimaan negara yang
berfungsi sebagai penopang pembiayaan pembangunan nasional. Dalam
sistem perpajakan Indonesia, terdapat berbagai jenis pajak dengan
karakteristik pemungutan yang berbeda, salah satunya adalah Pajak
Penghasilan Pasal 22. Pajak ini memiliki mekanisme pemungutan yang
bersifat khusus karena dilakukan oleh pihak ketiga yang ditunjuk oleh
pemerintah, seperti bendahara negara, badan usaha milik negara, maupun

entitas tertentu lainnya. Pengenaan pajak ini umumnya berkaitan dengan
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aktivitas impor serta transaksi usaha tertentu yang telah diatur secara
spesifik. Kehadiran PPh Pasal 22 bertujuan tidak hanya untuk
mengoptimalkan penerimaan negara, tetapi juga untuk meningkatkan
efektivitas pengawasan terhadap kepatuhan wajib pajak melalui sistem

pemungutan di muka (withholding system) (Mardiasmo, 2019).

Dalam sektor energi, khususnya energi bersubsidi, Liquefied Petroleum Gas
(LPG) tabung 3 kg menjadi salah satu komoditas vital yang memiliki
dampak langsung terhadap masyarakat luas. Pemerintah memberikan
perhatian khusus terhadap distribusi LPG 3 kg karena menyangkut
kebutuhan dasar rumah tangga. Sistem distribusinya melibatkan mekanisme
keagenan yang terintegrasi dengan PT Pertamina (Persero) sebagai badan
usaha milik negara yang memiliki mandat dalam penyediaan dan
penyaluran energi. Dalam rantai distribusi tersebut, agen LPG berfungsi
sebagai perantara yang melakukan pembelian dari Pertamina dan kemudian
menyalurkannya kembali kepada pangkalan atau konsumen akhir dengan

memperoleh margin sebagai imbalan atas kegiatan usahanya.

Mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 34/PMK.010/2017,
transaksi pembelian LPG tabung 3 kg oleh agen dari PT Pertamina (Persero)
dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 yang bersifat final. Ketentuan
tersebut tercantum dalam Pasal 9 ayat (2) yang menyatakan bahwa
pemungutan PPh Pasal 22 atas penjualan bahan bakar minyak dan bahan
bakar gas kepada penyalur atau agen bersifat final. Artinya, pajak yang telah
dipungut pada saat transaksi berlangsung dianggap telah menyelesaikan
kewajiban perpajakan atas penghasilan tersebut sehingga tidak dapat
diperhitungkan kembali sebagai kredit pajak dalam pelaporan Surat
Pemberitahuan (SPT) Tahunan.

Meskipun demikian, implementasi ketentuan tersebut di lapangan tidak

selalu berjalan tanpa kendala. Salah satu persoalan yang muncul berkaitan


https://jdih.kemenkeu.go.id/dok/34-pmk-010-2017/?utm_source=chatgpt.com

13

dengan perlakuan pajak atas margin atau keuntungan yang diperoleh agen
LPG dari kegiatan penjualannya. Dalam praktik tertentu, margin tersebut
diperlakukan sebagai penghasilan tambahan yang dikenakan Pajak
Penghasilan dengan skema non-final. Kondisi ini berpotensi menimbulkan
beban pajak berganda (double taxation), karena penghasilan yang secara
substansi telah dikenakan pajak final melalui mekanisme PPh Pasal 22

kembali dijadikan objek pajak dalam rezim pajak penghasilan umum.

Perbedaan sudut pandang antara wajib pajak dan otoritas perpajakan terkait
perlakuan margin agen ini menjadi isu yang krusial. Dari perspektif wajib
pajak, seluruh penghasilan yang timbul dari kegiatan distribusi LPG
dianggap telah tercakup dalam pemungutan PPh Pasal 22 yang bersifat final.
Sebaliknya, otoritas pajak dapat menafsirkan bahwa margin yang diperoleh
agen merupakan penghasilan tersendiri yang tetap tunduk pada ketentuan
umum perpajakan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pajak
Penghasilan. Perbedaan interpretasi ini mencerminkan adanya celah dalam

pemahaman terhadap batasan objek pajak final dan non-final.

Situasi tersebut mengindikasikan adanya ketidakjelasan norma hukum
(norm ambiguity) dalam penerapan regulasi perpajakan, khususnya yang
berkaitan dengan pengenaan pajak atas distribusi LPG 3 kg. Ketidakpastian
ini tidak hanya berpotensi memicu sengketa antara wajib pajak dan otoritas
pajak, tetapi juga dapat berdampak pada menurunnya tingkat kepatuhan
pajak akibat kurangnya kejelasan aturan yang berlaku. Oleh karena itu,
diperlukan kajian yang komprehensif dengan pendekatan teori hukum
perpajakan untuk menelaah kesesuaian antara regulasi dan praktik di
lapangan. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi dalam
memperjelas perlakuan pajak atas kegiatan agen LPG serta menghasilkan
rekomendasi yang mendukung terciptanya kepastian hukum, keadilan, dan

efisiensi dalam sistem perpajakan di Indonesia.
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2.3.3 Kerangka Regulasi Pajak Penghasilan atas LPG

Pengaturan mengenai pengenaan Pajak Penghasilan atas transaksi Liquefied
Petroleum Gas (LPG) tabung 3 kg di Indonesia merujuk pada PMK No. 34
Tahun 2017PMK. Regulasi tersebut menetapkan bahwa setiap transaksi
pembelian LPG oleh agen dari badan usaha yang ditunjuk dikenai Pajak
Penghasilan Pasal 22 dengan sifat final. Kewenangan pemungutan pajak ini
diberikan kepada PT Pertamina Patra Niaga sebagai pihak yang secara resmi
ditetapkan oleh pemerintah. Karakter final dari pajak tersebut mengandung
makna bahwa kewajiban perpajakan atas transaksi dimaksud dianggap telah
diselesaikan pada saat pemungutan dilakukan, sehingga tidak dapat
diperhitungkan kembali sebagai kredit pajak dalam pelaporan Surat
Pemberitahuan (SPT) Tahunan.

Lebih lanjut, dalam ketentuan tersebut, dasar pengenaan pajak atas transaksi
LPG disusun berdasarkan kebijakan harga nasional yang telah ditetapkan
oleh pemerintah. Komposisi harga tersebut mencakup berbagai unsur
penting, seperti biaya distribusi, besaran subsidi energi, serta margin usaha
yang secara tidak langsung telah terintegrasi dalam harga jual kepada agen.
Oleh karena itu, besarnya pajak yang dipungut pada saat agen melakukan
pembelian pada dasarnya telah mencerminkan suatu formulasi yang
menggabungkan aspek kebijakan fiskal dan kebijakan sektor energi.
Pendekatan ini diharapkan dapat memberikan kemudahan dalam
administrasi perpajakan sekaligus menjamin adanya kepastian hukum bagi

para pelaku usaha, khususnya agen LPG.

Meskipun kerangka regulasi telah dirancang secara sistematis,
implementasi di lapangan menunjukkan adanya sejumlah permasalahan
yang menimbulkan ketidakpastian dalam penerapannya. Salah satu isu yang
sering muncul berkaitan dengan adanya selisih antara harga penjualan LPG
oleh agen kepada pangkalan dengan Harga Eceran Tertinggi (HET) yang

ditetapkan oleh pemerintah daerah. Perbedaan harga tersebut kerap
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dipandang sebagai “tambahan margin” yang berada di luar komponen harga
yang telah dijadikan dasar pengenaan pajak final. Kondisi ini memicu
perbedaan interpretasi antara wajib pajak dan otoritas perpajakan mengenai
status selisih tersebut, apakah masih termasuk dalam penghasilan yang telah
dikenakan pajak final atau justru harus diperlakukan sebagai objek Pajak
Penghasilan non-final sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang

Pajak Penghasilan.

2.3.4 Ilustrasi Perhitungan PPh atas Penjualan LPG 3 Kg oleh Agen
Tabel 2. 1 lustrasi data penjualan LPG 3Kg oleh Agen

Harga beli LPG dari Pertamina Rp.16.550 per tabung
PPh Pasal 22 final 0,3%

Harga jual agen ke pangkalan | Rp.17.750 per tabung
sesuai HET

Harga jual aktual agen ke | Rp19.000 per tabung
pangkalan (termasuk biaya

tambahan)

(Sumber: Data Diolah)

A. Perhitungan PPh 22 Final saat pembelian dari Pertamina
Dasar pengenaan pajak adalah harga pembelian agen dari Pertamina:

DPP = Rp16.550

PPh 22 Final = 0,3% % 16.550
= Rp49,65 / 50 per tabung (Final)

Kesimpulan:
Pada saat agen LPG melakukan pembelian dari PT Pertamina (Persero),

atas transaksi tersebut telah dikenakan Pajak Penghasilan Pasal 22
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dengan besaran sekitar Rp50 untuk setiap tabung. Pajak ini memiliki
sifat final, yang berarti kewajiban perpajakan atas transaksi pembelian
tersebut dianggap telah diselesaikan pada saat pemungutan, sehingga
tidak dapat diperhitungkan kembali sebagai kredit pajak dalam
pelaporan SPT Tahunan. Apabila ditinjau dari sisi struktur harga,
dengan mengacu pada Harga Eceran Tertinggi (HET) sebesar Rp17.750,
terdapat komponen keuntungan agen yang telah diperhitungkan dalam
mekanisme penetapan harga, yaitu sebesar Rp1.200. Nilai tersebut
berasal dari selisih antara harga dasar yang berada pada kisaran
Rp16.750 hingga Rp17.550. Dengan demikian, margin sebesar Rp1.200
tersebut pada prinsipnya telah melekat dalam struktur harga yang
ditetapkan dan secara implisit telah menjadi bagian dari dasar

pengenaan PPh Pasal 22 yang bersifat final.

. Perhitungan Menurut DJP

Berdasarkan isi Nota Dinas, otoritas pajak berpendapat bahwa
penghasilan agen LPG 3 Kg tidak hanya terbatas pada margin yang telah
dikenakan PPh Pasal 22 Final pada saat pembelian dari PT Pertamina
(Persero). DJP mengidentifikasi adanya tambahan keuntungan yang
diperoleh agen, yaitu dari selisih antara Harga Eceran Tertinggi (HJE)
dan Harga Tebus Agen (HTE). Selisih ini1 dipandang sebagai margin
tambahan yang tidak termasuk dalam objek PPh Final, sehingga harus
dihitung kembali sebagai penghasilan yang dikenakan pajak non final
(PPh Badan).

Harga Jual Eceran = Rp16.550
Harga Eceran Tertinggi (HET) = Rp17.750
Selisih (Margin tambahan) =Rp17.750 — Rp16.550 = Rp1.200

Selisih sebesar Rp1.200 ini kemudian dikategorikan sebagai “tambahan

margin agen”, yaitu keuntungan yang diperoleh di luar margin yang
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telah ditentukan dalam struktur harga resmi yang ditetapkan oleh

pemerintah.

. Perlakuan Pajak Menurut Dua Perspektif

Dari perspektif wajib pajak, khususnya agen LPG, ruang lingkup objek
pajak dipandang hanya mencakup transaksi pembelian dari PT
Pertamina (Persero). Atas transaksi tersebut, pajak telah dipungut di
awal melalui mekanisme Pajak Penghasilan Pasal 22 yang bersifat final,
sehingga kewajiban perpajakan dianggap telah diselesaikan sepenuhnya
pada tahap tersebut. Dengan demikian, tidak terdapat kewajiban
tambahan atas penjualan LPG kepada pangkalan, dan total Pajak
Penghasilan yang terutang dipandang telah terpenuhi sebesar Rp50 per

tabung tanpa perlu perhitungan lanjutan.

Di sisi lain, menurut pandangan otoritas perpajakan, yaitu Direktorat
Jenderal Pajak, selisih atau margin tambahan yang diperoleh agen dari
penjualan LPG kepada pangkalan diperlakukan sebagai penghasilan
tersendiri yang tidak termasuk dalam cakupan pajak final. Oleh karena
itu, margin tersebut dianggap sebagai dasar pengenaan pajak (DPP)
tambahan yang tetap dikenai Pajak Penghasilan dengan skema non-

final. Ilustrasi perhitungannya adalah sebagai berikut:

DPP tambahan = Rp1.200
Tarif pajak (misalnya UMKM) = 0,5%
PPh tambahan = 0,5% * Rp1.200 = Rp6 per tabung

Pendekatan ini menunjukkan adanya tambahan kewajiban pajak atas
penghasilan yang diperoleh agen di luar pajak final yang telah dipungut
sebelumnya, sehingga berpotensi menimbulkan perbedaan persepsi

dalam penerapan ketentuan perpajakan.
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Kesimpulan:

Berdasarkan hasil analisis terhadap kedua sudut pandang tersebut,
dapat diketahui bahwa terdapat perbedaan prinsipil dalam menentukan
ruang lingkup objek Pajak Penghasilan atas kegiatan usaha agen LPG 3
Kg. Dari perspektif wajib pajak, kewajiban perpajakan dianggap telah
selesai pada saat terjadinya pemungutan PPh Pasal 22 yang bersifat
final ketika melakukan pembelian dari PT Pertamina (Persero),
sehingga tidak diperlukan lagi pengenaan pajak atas transaksi lanjutan.
Sebaliknya, menurut Direktorat Jenderal Pajak, terdapat komponen
penghasilan tambahan yang berasal dari selisih atau margin penjualan
kepada pangkalan, yang tidak termasuk dalam rezim pajak final dan
oleh karena itu tetap harus dikenakan PPh non final sesuai ketentuan

yang berlaku.

Perbedaan pendekatan tersebut berimplikasi pada munculnya tambahan
kewajiban pajak yang harus ditanggung oleh agen, yaitu sekitar Rp6 per
tabung yang berasal dari margin sebesar Rp1.200, di luar PPh final yang
telah dipungut sebelumnya. Kondisi ini mencerminkan adanya
perbedaan penafsiran terhadap objek pajak, yang berpotensi
menimbulkan ketidakselarasan dalam praktik perpajakan serta
membuka kemungkinan terjadinya koreksi fiskal oleh otoritas pajak
apabila perlakuan yang diterapkan oleh wajib pajak tidak sejalan

dengan interpretasi yang digunakan oleh fiskus.



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Desain Laporan Akhir

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif.
Metode ini digunakan untuk menggambarkan secara jelas mengenai perlakuan
Pajak Penghasilan atas penjualan LPG oleh agen. Pendekatan kualitatif dipilih
karena penelitian ini lebih menekankan pada pemahaman kondisi yang terjadi
di lapangan, terutama terkait perbedaan penafsiran dalam penerapan aturan
perpajakan. Penelitian ini tidak menggunakan perhitungan statistik, tetapi
berdasarkan analisis terhadap data yang diperoleh dan dikaitkan dengan
ketentuan yang berlaku. Melalui desain ini, penulis menjelaskan penerapan PPh
Pasal 22 yang bersifat final serta perbedaan perlakuan atas margin tambahan
agen LPG, sekaligus mengidentifikasi penyebab terjadinya perbedaan
penafsiran antara wajib pajak dan otoritas pajak. Dengan metode ini, diharapkan
hasil penelitian dapat memberikan gambaran yang jelas dan mudah dipahami

sesuai kondisi di lapangan.

3.2 Sumber dan Jenis Data

Penelitian ini menggunakan dua jenis data, yaitu data primer dan data sekunder,
yang digunakan untuk mendukung hasil penelitian. Data primer diperoleh
secara langsung dari kegiatan Praktik Kerja Lapangan (PKL) di Kantor
Konsultan Pajak Tanjung Karang, baik melalui pengamatan maupun informasi
dari pegawai yang terlibat dalam kegiatan perpajakan. Data ini memberikan
gambaran nyata terkait praktik perpajakan yang terjadi di lapangan, khususnya
mengenai perlakuan Pajak Penghasilan atas penjualan LPG oleh agen.
Sementara itu, data sekunder diperoleh dari berbagai sumber seperti peraturan

perpajakan, buku, jurnal, serta referensi lain yang berkaitan dengan topik
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penelitian. Penggunaan kedua jenis data ini bertujuan agar hasil penelitian lebih

lengkap, jelas, dan memiliki dasar yang kuat.

3.3 Metode Pengumpulan Data

Metode yang digunakan oleh penulis dalam melakukan penelitian ini Adalah

sebagai berikut:

1.

Observasi dilakukan dengan mengamati secara langsung aktivitas
perpajakan selama pelaksanaan PKL di Kantor Konsultan Pajak Tanjung
Karang, sehingga penulis dapat memahami proses perhitungan, pencatatan,

dan pelaporan pajak dalam praktik.

Wawancara dilakukan dengan pegawai atau pihak terkait untuk
memperoleh informasi yang lebih mendalam mengenai permasalahan yang
diteliti, khususnya terkait perlakuan Pajak Penghasilan atas penjualan LPG

dan perbedaan penafsiran yang terjadi.

Studi Dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan dan mempelajari
berbagai referensi seperti buku, jurnal, dan peraturan perpajakan yang

relevan sebagai dasar teori dalam penelitian.

3.4 Objek Kajian Praktik

3.4.1 Lokasi dan Waktu Penelitian

Kerja Praktik dilaksanakan di Kantor Konsultan Pajak Tanjung Karang
yang berlokasi di Gg. Palapa No.40 B, Kelurahan Palapa, Kecamatan
Tanjung Karang Pusat, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung
35119. Waktu diselenggarakan kerja praktik dimulai pada tanggal 12
Januari s.d 26 Februari 2026.
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3.4.2 Gambaran Umum PT Ganiya Anugrah Pratama

3.4.2.1 Profil Singkat PT Ghaniya Anugrah Pratama

PT. Ghaniya Anugrah Pratama berdiri sejak Tahun 2006 bergerak
dibidang pendistribusian/penyaluran Minyak Tanah yang pada saat itu
beralamatkan di Jalan Raden Intan No. 105 A Lk. 2, RT.002 RW.001
Kel. Enggal, Kec. Tanjung Karang Pusat, Kota Bandar Lampung. Lalu
pada Tahun 2007 Presiden Susilo Bambang Yudhoyono meresmikan
program Konversi Energi dari Minyak Tanah ke Bahan Bakar Gas
(BBG). Pada Tahun 2009 tepatnya pada awal bulan November 2009 PT.
Ghaniya Anugrah Pratama berpindah alamat ke Jalan Way Ngarib No.
8 RT.002 RW.003 Kel. Pahoman Kec.Teluk Betung, Utara Kota Bandar

Lampung.

Pada bulan September Tahun 2018, PT. Ghaniya Anugrah Pratama
membuat Kantor dan mendistribusikan/Menyalurkan Gas LPG di Metro
yang beralamat di Jalan Soekarno Hatta 16 C Kel. Ganjar Agung, Kec.
Metro Barat Kab/Kota Metro.

PT. Ghaniya Anugrah Pratama mengalami pasang surut dalam
pendistribusian/penyaluran Gas LPG di wilayah Metro karena berbagai
faktor sehingga hanya memiliki 10 penyalur/pangkalan yang
bekerjasama. Namun seiring berkembangnya waktu perlahan demi
perlahan jumlah penyalur/pangkalan semakin bertambah dengan
melakukan pemecahan ke seluruh penyaluran di kota Metro hingga saat
ini masih tetam eksis di bidang pendistribusian/penyaluran Gas LPG

dengan jumlah Penyalur/Pangkalan sebanyak 43 pangkalan.



22

Kantor dan Gudang PT. Ghaniya Anugrah Pratama

Gambar 3. 1 Kantor dan Gudang PT Ghaniya Anugrah Pratama

3.4.2.2 Visi dan Misi
Berdasarkan hasil pengumpulan data selama pelaksanaan penelitian,
tidak ditemukan informasi yang secara khusus dan tertulis mengenai visi
dan misi PT Ghaniya Anugrah Pratama dalam sumber data yang
tersedia. Ketiadaan informasi tersebut menunjukkan bahwa perusahaan
tidak mempublikasikan secara terbuka pernyataan visi dan misi, atau
setidaknya tidak terdokumentasi dalam sumber yang dapat diakses oleh

peneliti.

Meskipun demikian, apabila ditinjau dari karakteristik dan aktivitas
usahanya sebagai agen penyalur LPG 3 Kg, arah operasional perusahaan
secara implisit mencerminkan tujuan untuk mendukung kelancaran
distribusi energi bersubsidi. Selain itu, perusahaan juga berperan dalam
memastikan ketersediaan pasokan LPG bagi masyarakat serta
memberikan pelayanan yang sesuai dengan ketentuan dan regulasi yang

ditetapkan oleh pemerintah maupun pihak terkait lainnya.

3.4.2.3 Ruang Lingkup Kegiatan

1. Membantu Pertamina dalam menyalurkan Gas LPG baik bersubsidi
maupun non Subsidi di Wilayah Metro dengan tepat.
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2. Membantu masyarakat dalam kategori Rumah Tangga, Usaha
Mikro, Pengecer/Warung, Petani dan Nelayan dalam mendapatkan

Gas LPG dengan tepat.

3.4.2.4 Struktur Organisasi

Struktur Organisasi PT Ghaniya Anugrah Pratama Sebagai Berikut:

Struktur Organisasi PT. Ghaniya Anugrah Pratama

Komisaris Direktur Direktur Utama
Emmilya Lestiana Yuza Henry Kumiawan Yuza Anugrah Hayi Prihantoko

Cessirilda Ivanka Kristina Martining Tyas Dian Apriyanti

Edi Susilo Edi Yuliantoro

Jalan Soekamo Hatta 16 C Ganjar Agung, Metro Barat, Kota Metro

Gambar 3. 2 Struktur Organisasi PT Ghaniya Anugrah Pratama



BABV

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan rangkaian penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan,

dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1.

Ketentuan pengenaan Pajak Penghasilan (PPh) atas transaksi penjualan
LPG 3 Kg oleh agen pada dasarnya telah memiliki landasan hukum
yang jelas, yaitu sebagaimana diatur dalam PMK Nomor 34 Tahun
2017. Dalam ketentuan tersebut ditegaskan bahwa setiap pembelian
LPG oleh agen dari PT Pertamina (Persero) dikenakan PPh Pasal 22
dengan tarif sebesar 0,3% yang bersifat final. Karakter final ini
menunjukkan bahwa kewajiban perpajakan atas transaksi tersebut
dianggap telah dipenuhi pada saat pemungutan dilakukan, sehingga
secara prinsip tidak diperlukan lagi pengenaan pajak tambahan atas

penghasilan yang timbul dari rangkaian kegiatan distribusi yang sama.

Terdapat perbedaan perlakuan perpajakan terkait selisih antara Harga
Jual Eceran (HJE) dan Harga Eceran Tertinggi (HET) yang berdampak
langsung pada besaran pajak terutang. Berdasarkan hasil perhitungan,
dalam skala distribusi 42.000 tabung per bulan, total Pajak Penghasilan
menurut agen sebesar Rp1.447.380. Sementara itu, menurut otoritas
pajak, terdapat tambahan kewajiban pajak atas margin yang
diperlakukan sebagai objek PPh non-final, sehingga total pajak menjadi
Rp2.339.880. Selisih sebesar Rp892.500 tersebut menunjukkan adanya
tambahan beban pajak yang signifikan bagi agen.
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5.2 Saran

Berdasarkan hasil kesimpulan yang telah dipaparkan, peneliti mengajukan

beberapa rekomendasi sebagai berikut:

1.

Bagi Pemerintah dan Otoritas Perpajakan

Diperlukan sinkronisasi antara kebijakan pemerintah pusat dan
pemerintah daerah, terutama dalam menentukan Harga Eceran
Tertinggi (HET) untuk LPG 3 kg. Kesesuaian kebijakan ini bertujuan
untuk mencegah adanya interpretasi yang berbeda yang dapat

mempengaruhi perlakuan pajak.

Bagi Direktorat Jenderal Pajak (DJP)

Pemerintah, terutama Direktorat Jenderal Pajak, dianjurkan untuk
menegaskan melalui regulasi resmi yang memiliki kekuatan hukum
yang mengikat berkenaan dengan perlakuan Pajak Penghasilan
terhadap margin agen LPG. Penegasan ini sangat penting guna
menghindari adanya variasi dalam interpretasi yang selama ini hanya

berdasarkan pada nota dinas yang bersifat internal.

Bagi Agen/Penyalur LPG

Agen LPG dianjurkan untuk memperdalam pengetahuan mengenai
peraturan perpajakan  yang  berlaku, terutama yang  berkaitan
dengan Pajak Penghasilan atas penyaluran LPG 3 kg. Di samping itu,
agen perlu melakukan pencatatan transaksi dengan lebih rinci
dan terorganisir agar dapat mengurangi kemungkinan

adanya perbedaan penafsiran dengan pihak berwenang pajak.

Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini masih memiliki keterbatasan dalam ruang lingkup dan
kedalaman analisis, sehingga diharapkan penelitian selanjutnya dapat
mengembangkan kajian yang lebih luas dan mendalam. Pendekatan

yang digunakan dapat mencakup aspek yuridis, ekonomi, serta
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kebijakan publik agar diperoleh gambaran yang lebih komprehensif
mengenai perlakuan perpajakan pada sektor energi bersubsidi,

khususnya distribusi LPG 3 kg.
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